
 

 

 
 
 

 
 

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

NOMOR 2 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  KEPULAUAN ANAMBAS, 
 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang 

tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan 
yang menyebabkan pergeseran antar unit 

organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, 
keadaan yang menyebabkan sisa kurang 

pembiayaan tahun anggaran sebelumnya harus 
disesuaikan dalam tahun anggaran berjalan, maka 
perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2018; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 

 



 

 

 

  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 3688) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3988); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di 
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4879); 

 

 



 

 

 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

 

 



 

 

 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun  2010 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

 

 



 

 

 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); 

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemeritah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

  28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 

 

 



 

 

 

  29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

  30. Peraturan   Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 13  
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaiman telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  31. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

  32. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah;     

  33. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

  34. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 
Milik Daerah; 

  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33        
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah     
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);  

  36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 
Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati 
Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau; 

  37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 
Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati 

Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau; 

 



 

 

 

  38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011    
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten   Kepulauan  Anambas  Nomor  2    
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten 
Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 
Anambas Nomor 34); 

  39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah 
Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011   
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Nomor 5); 

  40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011   
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Nomor 11); 

  41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 
2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48); 

  42. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 
Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 
Nomor 53); 

  43. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan 
Anambas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 

62, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten 
Kepulauan Anambas Nomor 63); 



 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

dan 

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 

 

MEMUTUSKAN   : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN  DAN  BELANJA  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  

TAHUN ANGGARAN 2018. 
 

Pasal  1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula 

berjumlah Rp921.566.056.458,09 berkurang sejumlah 

Rp1.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp920.566.056.458,09 dengan 

rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan 

 a. Semula  Rp.  781.907.027.886,90 

 b. Bertambah Rp.    44.296.519.699,85 

     Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.  

826.203.547.586,75 

2. Belanja 

 a. Semula  Rp.  921.066.056.458,09 

 b. Berkurang  (Rp.     1.100.000.000,00) 

     Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.  

919.966.056.458,09 

  Surplus/(Defisit) setelah Perubahan   (Rp.    93.762.508.871,34) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan    

  1) Semula  Rp. 139.659.028.571,19 

  2) Berkurang (Rp.   45.296.519.699,85) 

  Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.    

94.362.508.871,34 

b. Pengeluaran 

    1) Semula Rp.         500.000.000,00 

 2) Bertambah              Rp.         100.000.000,00 

     Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.        600.000.000,00    

 

 Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp.   93.762.508.871,34 

  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah  
 Perubahan  Rp. 0,00 



 

 

 

Pasal  2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah : 

 1) Semula Rp.   34.023.556.780,00 

 2) Bertambah Rp.     1.952.686.786,00 

  Jumlah PAD setelah perubahan  Rp.  35.976.243.566,00 

b. Dana Perimbangan : 

 1) Semula Rp. 644.627.308.965,00 

 2) Bertambah Rp.   47.703.584.037,55 

  Jumlah Dana Perimbangan setelah 
   perubahan  Rp. 692.330.893.002,55   

c. Lain-lain Pendapatan Daerah  yang Sah : 

 1) Semula Rp. 103.256.162.141,90 

 2) Berkurang (Rp.    5.359.751.123,70) 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
setelah perubahan   Rp.   97.896.411.018,20 

      

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a     

terdiri dari jenis  pendapatan : 

a. Pajak Daerah 

  1) Semula Rp.   14.299.000.000,00 

  2) Bertambah Rp.     2.650.000.000,00 

   Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp.  16.949.000.000,00   

b. Retribusi Daerah 

  1) Semula Rp.     1.303.530.500,00 

  2) Berkurang (Rp.       332.000.000,00) 

   Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp.    971.530.500,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

  1) Semula Rp.     2.300.000.000,00 

  2) Berkurang (Rp.       365.313.214,00)  

 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  
 yang Dipisahkan setelah perubahan Rp.    1.934.686.786,00 

 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

  1) Semula Rp.  16.121.026.280,00 

  2) Bertambah Rp.                         0,00 

  Jumlah   Lain-lain   Pendapatan   Asli   Daerah 
  yang Sah setelah perubahan  Rp. 16.121.026.280,00 
 

 
 

 
 



 

 

 
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b   

     terdiri dari jenis pendapatan; 
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  

  1) Semula Rp.171.175.868.965,00 

  2) Bertambah Rp.  47.702.426.037,55 

   Jumlah Dana Bagi Hasil setelah  
   perubahan  Rp. 218.878.295.002,55 

 b. Dana Alokasi Umum 

  1) Semula Rp.364.336.885.000,00  

  2) Bertambah Rp. 0,00                                          

   Jumlah Dana Alokasi Umum setelah  
   perubahan  Rp. 364.336.885.000,00 

 c.  Dana Alokasi Khusus 

  1) Semula Rp.109.114.555.000,00 

  2) Bertambah Rp.           1.158.000,00 

  Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah  
  perubahan  Rp. 109.115.713.000,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Pendapatan Hibah 

  1) Semula Rp.    7.563.000.000,00 

  2) Bertambah Rp.                        0,00 

  Jumlah Pendapatan Hibah Rp.     7.563.000.000,00 

 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya 

  1) Semula Rp.  35.205.594.141,90 

  2) Bertambah Rp.    1.480.580.752,30 

  Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah 
   Lainnya setelah Perubahan Rp.   36.686.174.894,20 

 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

  1) Semula Rp. 43.487.568.000,00                          

  2) Bertambah   Rp.                        0,00 

  Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
   setelah Perubahan  Rp.    43.487.568.000,00    

 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 

  1) Semula Rp. 17.000.000.000,00 

  2) Berkurang (Rp. 6.840.331.876,00) 

  Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 

Lainnya setelah Perubahan   Rp.   10.159.668.124,00

  

  

 

 



 

 

Pasal 3 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

 a.  Belanja Tidak Langsung 

  1) Semula Rp.352.029.580.210,55 

  2) Bertambah Rp.    3.994.929.851,93 

  Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah  

  Perubahan  Rp. 356.024.510.062,48 

 b. Belanja Langsung 

  1) Semula Rp.569.036.476.247,54  

  2) Berkurang (Rp.   5.094.929.851,93)   

  Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 563.941.546.395,61 

 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja: 

 a. Belanja Pegawai 

  1) Semula Rp.247.551.206.146,55 

  2) Bertambah Rp.    3.785.829.851,93  

   Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 251.337.035.998,48 

 b. Belanja bunga 

  1) Semula Rp.                        0,00 

  2) Bertambah Rp.                        0,00 

   Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp.                          0,00  

 c. Belanja Subsidi 

  1) Semula Rp.                        0,00 

  2) Bertambah Rp.                        0,00 

   Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp.                          0,00 

 d. Belanja Hibah 

  1) Semula Rp.  4.499.350.000,00 

  2) Bertambah Rp.       50.000.000,00 

   Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp.     4.549.350.000,00 

 e. Belanja Bantuan Sosial 

  1) Semula Rp.         72.000.000,00 

  2) Bertambah   Rp.         58.000.000,00 

   Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah 
   Perubahan  Rp.        130.000.000,00 

 

 

 



 

 

f. Belanja Bagi Hasil 

  1) Semula Rp.                        0,00 

  2) Bertambah Rp.                        0,00 

  Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah   
   perubahan  Rp.                         0,00 

g. Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dan 

Pemerintahan Desa Dan Partai Politik 

  1) Semula Rp.   99.407.024.064,00 

  2) Bertambah Rp.        101.100.000,00 

  Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dan  
  Pemerintahan Desa Dan Partai Politik 
   setelah perubahan   Rp.   99.508.124.064,00 

h. Belanja Tidak Terduga 

  1) Semula Rp.        500.000.000,00 

  2) Bertambah Rp.                          0,00 

  Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah 
  perubahan   Rp.        500.000.000,00 
 

 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis belanja: 

 a.  Belanja Pegawai 

  1) Semula Rp. 103.187.364.879,00 

  2) Bertambah Rp.     1.158.641.101,00 

  Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 104.346.005.980,00 

 b. Belanja Barang dan Jasa 

  1) Semula Rp.  194.317.285.071,54 

  2) Bertambah Rp.    17.121.291.883,78 

  Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah 
  perubahan  Rp. 211.438.576.955,32 

 c. Belanja Modal 

  1) Semula Rp. 271.531.826.297,00 

  2) Berkurang (Rp.  23.374.862.836,71) 

       Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 248.156.963.460,29 

 
Pasal 4 

 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

 a. Penerimaan Pembiayaan  

  1) Semula Rp.139.659.028.571,19 

  2) Berkurang (Rp. 45.296.519.699,85) 

  Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah  
   Perubahan   Rp.   94.362.508.871,34 

 



 

 

 

 b. Pengeluaran Pembiayaan  

  1) Semula Rp.       500.000.000,00 

  2) Bertambah Rp.       100.000.000,00 

  Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah 
   Perubahan   Rp.        600.000.000,00 

  Pembiayaan Netto setelah perubahan  Rp.   93.762.508.871,34 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis pembiayaan: 

 a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah : 

  1) Semula Rp.139.372.858.371,19 

  2) Berkurang (Rp. 45.296.519.699,85) 

  Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya 

   setelah perubahan   Rp.   94.076.338.671,34 

 b.  Pencairan Dana Cadangan sejumlah : 

  1) Semula Rp.                        0,00   

  2) Bertambah Rp.                        0,00     

   Jumlah Pencairan Dana setelah perubahan Rp.                         0,00  

 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah : 

  1) Semula Rp.                        0,00    

  2) Bertambah Rp.                        0,00 

  Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 

   yang dipisahkan setelah perubahan   Rp.                          0,00 

    d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah : 
  1) Semula Rp.                        0,00 

  2) Bertambah Rp.                        0,00 

  Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah  

  setelah perubahan   Rp.                          0,00 

 e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman : 

  1) Semula Rp.      286.170.200,00 

    2) Bertambah Rp.                        0,00 

  Jumlah penerimaan kembali pemberian 
  Pinjaman setelah perubahan   Rp.        286.170.200,00 

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah : 

  1) Semula Rp.                        0,00 

  2) Bertambah Rp.                        0,00 

  Jumlah Penerimaan Piutang Daerah 
  setelah perubahan  Rp.                          0,00 

 

 



 

 

 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pembiayaan: 

 a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah : 

  1) Semula Rp.                        0,00 

  2) Bertambah Rp.                        0,00 

  Jumlah Pembentukan Dana Cadangan 
  setelah perubahan    Rp.                          0,00 

 

 b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah : 

  1) Semula Rp.       500.000.000,00 

  2) Bertambah Rp.       100.000.000,00 

  Jumlah Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  
  setelah perubahan   Rp.        600.000.000,00                    

 c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah : 

  1) Semula Rp.                        0,00 

  2) Bertambah Rp.                        0,00 

  Jumlah Pembayaran Pokok Utang yang 
  jatuh tempo setelah perubahan  Rp.                          0,00 

 d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah : 

  1) Semula Rp.                         0,00          

  2) Bertambah Rp.                         0,00 

  Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan 
  Obligasi setelah perubahan            Rp.                          0,00 
 

Pasal 5 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri 

dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran  II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah; 

3. Lampiran  III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, 

pendapatan, Belanja dan pembiayaan; 



 

 

4. Lampiran  IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, 

program dan kegiatan; 

5. Lampiran  V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 

keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

6. Lampiran  VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan 

Per jabatan; 

7. Lampiran  VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 

ditetapkan dengan peraturan daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran ini; 

9. Lampiran  IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

 

Pasal 6 

 

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 

diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan 

dalam laporan realisasi anggaran. 

 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas 

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 

daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b.  tidak diharapkan, terjadi secara berulang; 

c.  berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 

d.  memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.  

 

Pasal 7 

 

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran 

perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan 

operasional pelaksanaan. 

 

 



 

 

 

Pasal 8 

 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas. 

 

Ditetapkan di Tarempa 
pada tanggal 26 Oktober 2018 
 

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, 
      
   

 
   ABDUL HARIS 

 
 

 

Diundangkan di Tarempa 
pada tanggal  26 Oktober 2018 

 
           SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, 

  
 
 

                 S A H T I A R 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2018 
NOMOR 64, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN 

ANAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 65 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN 
ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU :  

 


